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SITI HAJAR REZKI IRAWAN (B111 09 148) Pemenuhan Hak Konstitusional 
Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar dalam Bidang Pendidikan di Kota 
Makassar, dibimbing oleh Achmad Ruslan dan Anshory Ilyas. 
Penelitian ini bertujuan memberikan informasi tentang kinerja pemerintah 
Kota Makassar dalam memenuhi hak konstitusional fakir miskin dan anak terlantar 
dalam bidang pendidikan dan memberikan jalan keluar atas kendala-kendala yang 
dihadapi pemerintah Kota Makassar dalam memenuhi hak konstitusional fakir miskin 
dan anak terlantar dalam bidang pendidikan. 
Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan 
masalah yang telah diterapkan sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang 
jelas dan berupaya memberikan gambaran secara jelas dan konkrit terhadap objek 
yang dibahas secara kualitatif dan selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang 
erat kaitannya dengan penelitian ini.  
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa (1) Pemenuhan hak konstitusional bagi fakir miskin dan anak terlantar dalam 
bidang pendidikan di kota Makassar yaitu dengan kehadiran Program Keluarga 
Harapan (PKH) bahwa dengan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dipandang 
dapat meminimalisir fakir miskin dan anak terlandar dalam bidang pendidikan, 
bentuk tanggung jawab dinas sosial adalah dengan memfalisitasi keluarga miskin 
dengan memberikan modal kecil. Dinas sosial membina keluarga miskin dan 
meningkatkan kesejahteraannya, itu yang merupakan bentuk tanggung jawab dinas 
sosial kota Makassar dalam hal pemenuhan hak konstitusional fakir miskin dan anak 
terlantar dalam bidang pendidikan di kota Makassar, yakni memberikan pelatihan-
pelatihan pendidikan informal. (2) bahwa kendala terhadap pemenuhan hak 
konstitusional fakir miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan di kota 
Makassar ini adalah biasanya faktor dari mindset fakir miskin itu sendiri yang tidak 
sampai pada tahap menuju perkembangan dan kemajuan, mereka selalu berpikiran 
untuk tetap bagaimana caranya menghasilkan uang bukan fokus pada pendidikan 







A. Latar Belakang 
Pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus 
dimiliki oleh setiap orang1. Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber 
daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam menjawab era 
globalisasi yang penuh dengan tantangan dan kompetisi. 
Hak atas pendidikan merupakan salah satu hak yang menjadi pilar yang 
harus dipenuhi oleh sebuah negara untuk mencapai kesejahteraan rakyat 
yang seluas-luasnya. Pemenuhan hak atas pendidikan juga menjadi salah 
satu indikator apakah suatu negara dikategorikan Negara maju, Negara 
berkembang atau bahkan Negara miskin. Sekaya apapun sumber daya alam 
yang dimiliki oleh suatu negara tanpa didukung dari sumber daya 
manusianya yang berpendidikan tinggi, maka negara tersebut tidak akan bisa 
mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik-
baiknya. Disisi lain walaupun suatu negara tidak memiliki sumber daya alam 
yang kaya, akan tetapi jika rakyatnya berpendidikan tinggi maka negara 
tersebut akan maju dan bangkit. 
Sebagai sebuah hak yang hakiki, pengaturan mengenai hak atas 
pendidikan diatur dalam Alinea Keempat Pembukaan dan Pasal 31 Undang-
                                                             
1 Redja Mudyahardjo, Pengantar Pendidikan, Sebuah Studi Tentang Dasar-Dasar Pendidikan 
Pada Umumnya dan Pendidikan di Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo, Januari 2012,hal 3. 
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undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 yang 
menegaskan  bahwa tujuan Negara Indonesia adalah  
“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah 
Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia 
dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...” 
 
Berdasarkan hal tersebut, maka salah satu tujuan dari pembentukan 
negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Kecerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara akan tercapai melalui 
pemberian suatu pendidikan yang terintegrasi dan disesuaikan dengan 
kebutuhan pendidikan setiap Warga Negara Indonesia. 
Pengaturan hak atas pendidikan diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UUD 
NRI 1945 ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas pendidikan2. Pasal ini 
bermakna bahwa negara berkewajiban memenuhi hak atas pendidikan bagi 
setiap warga negaranya tanpa terkecuali serta tanpa membedakan suku, ras, 
agama, atau bahkan keadaan sosial dan ekonominya. Hal inilah yang 
menjadi dasar bahwa fakir miskin dan anak terlantar juga memiliki hak yang 
sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berhak untuk 
mengembangkan diri sebebas-bebasnya. 
                                                             
2 Lihat Pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 
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Pemerintah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas negara memiliki 
andil yang sangat signifikan, salah satunya dalam mewujudkan pendidikan 
yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.  
Dengan berbagai landasan hukum baik aturan yang bersifat nasional 
maupun internasional yang mengatur tentang substansifitas dari hak atas 
pendidikan yang harus dijamin keberadaannya oleh negara, sudah 
sewajarnya semua rakyat Indonesia menjadi manusia-manusia yang cerdas 
sehingga tidak terus menerus menjadi bangsa dengan latar belakang 
pendidikan rendah karena minimnya perhatian dari pemerintah terhadap 
dunia pendidikan. Tidak ada diskriminasi akan pencapaian hak atas 
pendidikan sebagaimana yang tertulis di atas. Sebab pada dasarnya semua 
orang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum untuk mendapatkan 
pendidikan karena konstitusi dengan tegas dan tanpa memandang strata 
sosial telah menjamin hal tersebut. 
Dalam konstitusi dijelaskan bahwa negara menganggarkan dana  yang 
cukup besar untuk dunia pendidikan demi terpenuhinya hak atas pendidikan 
bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Pasal 31 ayat (4) UUD NRI 1945 
dijelaskan bahwa :  
 “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-
kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan 
belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja 
daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan 
pendidikan nasional.”3  




Tetapi, realitas menunjukkan bahwa pendidikan di negara Indonesia 
sampai saat ini belum merupakan sebuah prioritas bersama antara 
pemerintah, orang tua maupun anak itu sendiri. Banyak faktor yang 
memengaruhi, salah satunya adalah biaya pendidikan yang semakin tinggi. 
Sekarang ini, pendidikan yang berkualitas sangat erat kaitannya dengan 
biaya yang tinggi. Tidak ada yang salah dengan pernyataan tersebut karena 
memang faktanya keterkaitan antara kualitas dengan biaya. Namun, akan 
menjadi salah jika pendidikan yang berkualitas hanya dapat dinikmati oleh 
masyarakat kelas atas saja yang mampu membayarnya. Jika hal ini tiak 
mendapatkan perhatian yang serius, maka di masa depan, jurang pemisah 
antara miskin dan kaya akan semakin jauh, karena masyarakat miskin tidak 
memiliki akses yang sama dengan masyarakat kelas atas terhadap 
pendidikan yang berkualitas.  
Bahwa pendidikan merupakan salah satu solusi untuk menaikkan kelas 
sosial. Bukti lain bahwa pendidikan belum menjadi prioritas bersama adalah 
pada setiap bergantinya rezim pemerintahan, utamanya dengan bergantinya 
menteri pendidikan, selalui diikuti dengan bergantinya kurikulum pendidikan. 
Dari sini tampak bahwa pemerintah masih belum menemukan bentuk 
pengelolaan pendidikan yang tepat bagi anak-anak kategori usia pendidikan 
dasar dan masih mencari-cari bentuk yang sesuai dengan kondisi 
masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, dan seni. Oleh karena itu, negara (pemerintah) memiliki peran 
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yang sangat penting untuk mencegah kondisi diatas, untuk menjadikan 
pendidikan berkualitas milik siapa saja, bukan hanya seseorang yang 
memiliki starata sosial tinggi. 
Salah satu contoh nyata di Kota Makassar Penulis melihat bahwa 
banyaknya anak-anak yang masih berusia produktif yang harusnya berada 
dibangku sekolahan, justru hidup dijalanan untuk mencari makan,mengamen, 
mengemis, bahkan mencopet, merupakan agenda rutin yang harus mereka 
lalui untuk mengisi hari-harinya.  Hal inilah yang perlu mendapat perhatian 
serius dari pemerintah tentang tanggung jawab sosial akan pendidikan 
terutama untuk fakir miskin dan anak terlantar.  
Meskipun pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 20% dari 
dana APBN untuk dunia pendidikan, namun tidak semua anak-anak di negeri 
ini beruntung memperoleh kesempatan untuk belajar di lingkungan sekolah 
yang diimpikan seperti halnya fakir miskin dan anak terlantar tadi. Jika hal 
tersebut belum juga mampu dilakukan oleh pemerintah, maka satu hal yang 
naif ternyata telah terjadi di negara ini karena eksistensi dunia pendidikan 
yang keberadaanya telah dijamin oleh negara dan menjadi hak dasar bagi 
seluruh rakyat Indonesia, ternyata masih kerdil dalam implementasi nyata. 
Penulis memandang bahwa alokasi dana APBN yang sangat besar juga 
ternyata belum mampu dikelola dengan baik dan maksimal oleh pemerintah 
untuk memenuhi kebutuhan hak atas pendidikan terutama bagi fakir miskin 
dan anak terlantar. Hidup mereka ternyata belum dijamin oleh negara secara 
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mutlak sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1)4 UUD NRI 
1945 yang menyatakan Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara 
oleh negara. Sebab jangankan untuk mendapat kesejahteraan dan 
penghidupan yang layak, untuk mendapat hak atas pendidikan yang telah 
diatur dalam DUHAM PBB sekalipun mereka tidak mampu. 
Mengingat salah satu tujuan negara yang terdapat dalam Preambule 
UUD NRI 1945 yang menjadi dasar konstitusi Indonesia yakni mencerdaskan 
kehidupan bangsa hanya akan menjadi satu mimpi yang utopis. Karena yang 
terjadi adalah pendidikan hanya menjadi hak mereka yang memiliki uang dan 
mengenyampingkan hak mereka yang hidup dijalanan dan tidak memiliki 
dana untuk membeli mahalnya ilmu yang ditawarkan dalam dunia pendidikan. 
Berdasarkan fakta dan opini di atas  maka maka penulis merasa perlu 
dan penting untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh mengenai “Pemenuhan 
Hak Konstitusional Terhadap Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dalam Bidang 
Pendidikan di Kota Makassar” 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis memfokuskan 
pada dua rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Fakir Miskin dan 
Anak Terlantar Dalam Bidang Pendidikan di Kota Makassar. 
 




2. Apakah kendala-kendala Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap 
Fakin Miskin dan Anak Terlantar Dalam Bidang Pendidikan di Kota 
Makassar. 
 
3. C. TujuanPenelitian 
 TujuanPenelitian ini adalah: 
A. Untuk memberikan informasi tentang kinerja pemerintah Kota 
Makassar dalam memenuhi hak konstitusional fakir miskin dan anak 
terlantar dalam bidang pendidikan. 
B. Untuk memberikan jalan keluar atas kendala-kendala yang dihadapi 
pemerintah Kota Makassar dalam memenuhi hak konstitusional fakir 
miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan. 
D. Kegunaan Penelitian 
Selanjutnya penelitian yang penulis lakukan diharapkan mempunyai 
kegunaan sebagai berikut: 
1) Diharapkan pada penelitian ini dapat memberikan pemahaman 
secara umum tentang pemenuhan hak konstitusional dalam 
bidang pendidikan bagi fakir miskin dan anak terlantar di Kota 
Makassar   
2) Diharapakan penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan 
rujukan untuk memahami secara khusus tentang pemenuhan 
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hak konstitusional dalam bidang pendidikan bagi fakir miskin 
dan anak terlantar di Kota Makassar  
3) Diharapkan penelitian ini akan menjadi literatur hukum dalam 
pemenuhan hak konstitusional dalam bidang pendidikan bagi 
fakir miskin dan anak terlantar di Kota Makassar 
4) Bagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hasil penelitian 
ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan 
pembendaharaan perpustakaan yang diharapkan berguna bagi 
mahasiswa dan mereka yang ingin mengetahui dan meneliti 
lebih jauh tentang masalah ini. 
5) Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam 
perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan Hukum 
ketatanegaran pada khususnya yang berkaitan dengan 













A. Hak Konstitusional 
1. Pengertian 
Hak konstitusional (constitutional right) menurut Prof. Jimly Asshiddiqie 
adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI 19455. Setelah 
amandemen UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia maka 
prinsip-pinsip HAM telah tercantum dalam konsitusi Indonesia sebagai ciri 
khas prinsip konstitusi modern. Oleh karena itu prinsip-prinsip HAM yang 
tercantum dalam UUD 1945 adalah merupakan Hak konstitusional Warga 
Negara Indonesia. 
Dalam suatu negara hukum yang lahir dari konstitusionalisme harus 
bercirikan :6 
(1) Adanya Perlindungan HAM, 
(2) Adanya Peradilan Yang Bebas, dan 
(3) Adanya Asas Legalitas.  
Hak konstitusional warga negara harus di jamin dalam konstitusi 
sebagai bentuk pengakuan HAM serta adanya peradilan yang independen 
tidak terpengaruh oleh penguasa dan segala tindakan pemerintahan harus 
                                                             
5 Jimly Asshiddiqie, konstitusi & konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, (Jakarta: Konstitusi 
Press, 2005) , hal. 152. 
 
6 Untuk uraian prinsip -prinsip “The Rule Of Law” di Inggris lihat A.V. Dicey, Introduction to the 
Study of the Law of the Constitution, Tenth Edition,( London; Machmillan Education LTD,19590 
10 
 
didasarkan atas hukum. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah7 seperangkat hak 
yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan 
setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat 
manusia. Artinya, yang dimaksud sebagai hak asasi manusia adalah hak 
yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia 
(the human rights) itu berbeda dari pengertian hak warga negara (the 
citizen’s rights). Hak warga negara adalah Hak-hak yang lahir dari peraturan 
di luar undang-undang dasar disebut hak-hak hukum (legal rights), bukan hak 
konstitusional (constitutional rights). Sedangkan Hak asasi Manusia yang 
terkandung dalam konstitusi dapat disebut sebagai hak konstitusional warga 
negara. Dalam Pasal 26 ayat (1)8 UUD NRI 1945  yang menjadi warga 
negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain 
yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara . Pengakuan 
hak konstitusional yang menjadi subyek adalah warga Negara Indonesia 
sehingga siapa pun yang diakui serta disahkan oleh undang-undang sebagai 
warga negara Indonesia maka ia mempunyai hak yang sama dalam bidang 
apa pun, entah mungkin sebelumnya ia adalah warga negara asing yang 
tinggal di Indonesia dengan masa tertentu dan mengusulkan untuk menjadi 
                                                             
7 Ibid 
8 Pasal 26 ayat (1) UUD NRI 1945 
11 
 
warga negara Indonesia maka ia akan memperoleh hak yang sama dengan 
bangsa Indonesia asli kecuali dalam kedudukannya sebagai calon Presiden 
dan wakil presiden harus orang Indonesia asli.(Pasal 6 UUD 1945).  
Pengertian-pengertian hak warga negara juga harus dapat dibedakan 
antara hak konstitusional dan hak legal. Hak konstitusional (constitutional 
right) adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD 1945, sedangkan 
hak-hak hukum (legal right) timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan 
peraturan perundang-undangan dibawahnya (subordinate legislations). 
Setelah ketentuan tentang hak asasi manusia diadopsikan secara lengkap 
dalam UUD 1945, pengertian tentang hak asasi manusia dan hak asasi 
warga negara dapat dikaitkan dengan pengertian “constitutional rights” yang 
dijamin dalam UUD 1945. Selain itu, setiap warga negara Indonesia memiliki 
juga hak-hak hukum yang lebih rinci dan operasional yang diatur dengan 
undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lain yang lebih 
rendah. Hak-hak yang lahir dari peraturan di luar undang-undang dasar 









2. Hak Konstitusional Dalam UUD NRI 1945 
a. Sebelum Amandemen UUD 1945 
Dalam UUD 1945 sering disebut dengan UUD Proklamasi,9 dan 
kemunculannya bersamaan dengan lahirnya Negara Indonesia melalui 
proklamasi kemerdekaan, satu hal yang menarik meskipun UUD 1945 adalah 
hukum dasar yang tertulis yang didalamnya memuat hak-hak dasar manusia 
Indonesia serta kewajibannya yang bersifat dasar pula, namun istilah 
perkataan HAM itu sendiri tidak dijumpai didalam UUD 1945 , baik dalam 
pembukaan, batang tubuh maupun penjelasan dan yang ditemukan bukanlah 
HAM melainkan Hak dan kewajiban warganegara. 
UUD 1945 sebelum amandemen memuat hak warga negara sebagai 
berikut :10 
- Pasal 27 ayat (1)  : setiap warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum  dan penerintahan dan wajib 
menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya. 
- Pasal 27 ayat (2) : tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan 
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
                                                             
9 Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif  (Jakarta: Aksara Baru, Jakarta, 1983), hlm. 13. 
Lihat juga  M.Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 
(Jakarta: Yayasan Prapanca, 1959). 
10 Pasal 27 ayat (1), (2),Pasal 28, Pasal 29 Ayat(2), Pasal 30 Ayat(1), Pasal 31 Ayat (1),  dan Pasal 
32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
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- Pasal 28                 : kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan 
pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya 
ditetapkan dengan undang-undang. 
- Pasal 29 ayat (2)  : negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya 
itu. 
- Pasal 30 ayat (1)  : tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam 
usaha pembelaan negara. 
- Pasal 31 ayat (1) : tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. 
- Pasal 32               : pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia. 
Ketika UUD 1945 digantikan oleh Konstitusi RIS 1949 atau yang lebih 
tepat disebut sebagai UUD RIS 1949, dan kemudian UUDS Tahun 1950, 
kedua naskah undang-undang dasar ini memuat ketentuan yang lebih 
lengkap tentang hak asasi manusia. Yang berperan dalam perumusan 
naskah UUD-RIS 1949 dan UUDS 1950 juga adalah Soepomo yang semula, 
ketika UUD 1945 dirumuskan, menentang pencantuman pasal-pasal tentang 
hak asasi manusia. Artinya, setelah tahun 1948, pandangan dan apresiasi 
Soepomo dan juga Soekarno turut pula mengalami perkembangan 
sehubungan dengan ketentuan konstitusional hak asasi manusia itu sendiri. 
Hal ini terjadi, karena ketika itu The Universal Declaration of Human Rights 
Tahun 1948 sudah ada, dan sedang sangat populer di dunia. Sayangnya, 
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Undang-Undang Dasar 1950 tidak berlaku lagi sejak tanggal 5 Juli 1959. 
Mulai saat itu berlakulah kembali Undang-Undang Dasar 1945 yang hanya 
memuat 7 pasal tentang hak asasi manusia. Itu pun dalam pengertiannya 
yang sangat terbatas. Bahkan sebenarnya, menurut Harun Alrasid, UUD 
1945 itu sama sekali tidak memberikan jaminan apa pun mengenai hak-hak 
asasi manusia. dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-
undang” . Muhammad Hatta dan Muhammad Yamin11 sudah mengusulkan 
pencantuman jaminan hak asasi manusia disini, tetapi oleh Soekarno dan 
Soepomo ditolak karena hal itu mereka anggap bertentangan dengan paham 
integralistik. Karena itu, sebagai jalan tengahnya disepakatilah rumusan yang 
demikian itu. Akan tetapi, jika diamati secara seksama, Pasal 28 itu sama 
sekali tidak memberikan jaminan mengenai adanya pengakuan konstitusional 
akan hak dan kebebasan berserikat (freedom of association), berkumpul 
(freedom of assembly), dan menyatakan pendapat (freedom of expression). 
Pasal 28 itu hanya menyatakan bahwa hak-hak tersebut akan ditetapkan 
dengan undang-undang. Artinya, sebelum ditetapkan dengan undang-
undang, hak itu sendiri belum ada.  
                                                             
11 Pembahasan lebih komprehensif tentang materi Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Lihat dalam 
Adnan Buyung Nasition , Aspirasi Pemerintahan  Konstitusional di Indonesia, Studi Sosio-Legal  atas 
Konstituante 1955-1959 ( Jakarta : Pustaka Utama  Grafiti, 1995), hlm. 414-420. Lihat juga Adnan 
Buyung Nasution, Pergulatan Tanpa Henti Menabur Benif Reformasi (Jakarta: Otoboigrafi, Aksara 




Dengan demikian pengakuan hak konstitusional dalam UUD 1945 
sebelum amandemen belum mengakui HAM sebagai hak konstitusional 
tetapi hanya mengatur hak dan kewajiban warga negara. 
b. Pasca Amandemen UUD 1945 
Setelah amendemen12  UUD 1945 lebih banyak mengakui bentuk-
bentuk HAM sebagai hak kostitusional warga ngara Indonesia. Materi yang 
semula hanya berisi 7 butir ketentuan yang juga tidak seluruhnya dapat 
disebut sebagai jaminan konstitusional hak asasi manusia, sekarang telah 
bertambah secara sangat signifikan. 
Ketentuan baru yang diadopsikan ke dalam UUD 1945 setelah 
Perubahan Kedua pada tahun 2000 termuat dalam Pasal 28A sampai 
dengan Pasal 28J13, ditambah beberapa ketentuan lainnya yang tersebar di 
beberapa pasal. Karena itu, perumusan tentang hak-hak asasi manusia 
dalam konstitusi Republik Indonesia dapat dikatakan sangat lengkap dan 
menjadikan UUD 1945 sebagai salah satu undang-undang dasar Negara 
Republik Indonesia (UUD NRI 1945) yang paling lengkap memuat ketentuan 
yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Pasal-
pasal tentang hak asasi manusia itu sendiri, terutama yang termuat dalam 
Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, pada pokoknya berasal dari rumusan 
TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang kemudian 
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isinya menjadi materi UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 
Oleh karena itu, untuk memahami konsepsi tentang hak-hak asasi manusia 
itu secara lengkap dan historis, ketiga instrumen hukum UUD 1945, TAP 
MPR Nomor XVII/MPR/1998 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia tersebut dapat dilihat dalam satu kontinum. Secara 
keseluruhan dapat dikatakan bahwa ketentuan-ketentuan tentang hak-hak 
asasi manusia yang telah diadopsikan ke dalam sistim hukum dan konstitusi 
Indonesia itu berasal dari berbagai konvensi internasional dan deklarasi 
universal tentang hak asasi manusia serta berbagai instrumen hukum 
internasional lainnya. Setelah Perubahan Kedua pada tahun 2000, 
keseluruhan materi ketentuan hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, yang 
apabila digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-
undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, dapat kita kelompokkan 
dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Diantara keempat 
kelompok hak asasi manusia tersebut, terdapat hak asasi manusia yang tidak 
dapat dikurangi dalam keadaan apapun atau non-derogable rights, yaitu:14 
1) Hak untuk hidup; 
2) Hak untuk tidak disiksa; 
3) Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani; 
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4) Hak beragama; 
5) Hak untuk tidak diperbudak; 
6) Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan 
7) Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. 
keempat kelompok hak asasi manusia terdiri atas; kelompok pertama 
adalah    kelompok ketentuan yang menyangkut hak-hak sipil yang meliputi:15  
1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan    
kehidupannya; 
2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, perlakuan atau 
penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan 
martabat kemanusiaan; 
3) Setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perbudakan; 
4) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya; 
5) Setiap orang berhak untuk bebas memiliki keyakinan, pikiran, dan 
hati nurani; 
6) Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan 
hukum; 
7) Setiap orang berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum 
dan pemerintahan; 
                                                             
15 Ibid, 124 
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8) Setiap orang berhak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang 
berlaku surut; 
9)  Setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan   
melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; 
10)  Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan; 
11) Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal di wilayah  
negaranya, meninggalkan, dan kembali ke negaranya;  
12)  Setiap orang berhak memperoleh suaka politik; 
13)   Setiap orang berhak bebas dari segala bentuk perlakuan 
diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan hukum dari 
perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut. 
Kedua, kelompok hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang 
meliputi:16 
1) Setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul dan 
menyatakan pendapatnya secara damai dengan lisan dan tulisan; 
2) Setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam 
rangka lembaga perwakilan rakyat; 
3) Setiap warga negara dapat diangkat untuk menduduki jabatan-
jabatan publik; 
4) Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pekerjaan 
yang sah dan layak bagi kemanusiaan; 




5) Setiap orang berhak untuk bekerja, mendapat imbalan, dan 
mendapat perlakuan yang layak dalam hubungan kerja yang 
berkeadilan; 
6) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi; 
7) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan 
untuk hidup layak dan memungkinkan pengembangan dirinya 
sebagai manusia yang bermartabat; 
8) Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 
informasi; 
9) Setiap orang berhak untuk memperoleh dan memilih pendidikan 
dan pengajaran; 
10) Setiap orang berhak mengembangkan dan memperoleh manfaat 
dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk 
peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan umat manusia; 
11) Negara menjamin penghormatan atas identitas budaya dan hak-
hak masyarakat lokal selaras dengan perkembangan zaman dan 
tingkat peradaban bangsa-bangsa; 
12) Negara mengakui setiap budaya sebagai bagian dari kebudayaan 
nasional; 
13) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk 




Ketiga, kelompok hak-hak khusus dan hak atas pembangunan yang 
meliputi:17 
1) Setiap warga negara yang menyandang masalah sosial, termasuk 
kelompok masyarakat yang terasing dan yang hidup di lingkungan 
terpencil, berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus 
untuk memperoleh kesempatan yang sama; 
2) Hak perempuan dijamin dan dilindungi untuk mendapai kesetaraan 
gender dalam kehidupan nasional; 
3) Hak khusus yang melekat pada diri perempuan uang dikarenakan 
oleh fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum; 
4) Setiap anak berhak atas kasih sayang, perhatian, dan perlindungan 
orangtua, keluarga, masyarakat dan negara bagi pertumbuhan fisik 
dan mental serta perkembangan pribadinya; 
5) Setiap warga negara berhak untuk berperan-serta dalam 
pengelolaan dan turut menikmati manfaat yang diperoleh dari 
pengelolaan kekayaan alam; 
6) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat; 
7) Kebijakan, perlakuan atau tindakan khusus yang bersifat 
sementara dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan 
yang sah yang dimaksudkan untuk menyetarakan tingkat 
perkembangan kelompok tertentu yang pernah mengalami 
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perlakuan diskriminatif dengan kelompok-kelompok lain dalam 
masyarakat, dan perlakuan khusus tersebut tidak termasuk dalam 
pengertian diskriminasi. 
8) Keempat, kelompok yang mengatur mengenai tanggungjawab 
negara dan  kewajiban asasi manusia yang meliputi: 
9) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain 
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; 
10)  Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib 
tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang 
dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan 
penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk 
memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, 
moralitas, dan kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam 
masyarakat yang demokratis; 
11)  Negara bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, 
penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia; 
12)  Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi 
Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak 
memihak yang pembentukan, susunan, dan kedudukannya diatur 
dengan undang-undang. 
Hak-hak tersebut di atas ada yang termasuk kategori hak asasi manusia 
yang berlaku bagi semua orang yang tinggal dan berada dalam wilayah 
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hukum Republik Indonesia, dan ada pula yang merupakan hak warga negara 
yang berlaku hanya bagi warga negara Republik Indonesia. Hak-hak dan 
kebebasan tersebut ada yang tercantum dalam UUD 1945 dan ada pula yang 
tercantum hanya dalam undang-undang tetapi memiliki kualitas yang sama 
pentingnya secara konstitusional sehingga dapat disebut memiliki 
“constitutional importance”18 yang sama dengan yang disebut eksplisit dalam 
UUD 1945. Sesuai dengan prinsip “kontrak sosial” (social contract), maka 
setiap hak yang terkait dengan warga negara dengan sendiri bertimbal-balik 
dengan kewajiban negara untuk memenuhinya. Demikian pula dengan 
kewenangan-kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh negara melalui 
organ-organnya juga bertimbal-balik dengan kewajiban-kewajiban 
konstitusional yang wajib ditaati dan dipenuhi oleh setiap warga negara. 
B. Landasan Hukum Fakir Miskin Dan Anak Terlantar 
1. Pengertian Fakir Miskin dan Anak Terlantar 
Pemerintah membentuk Undang-Undang  Nomor 13Tahun 2011 
Tentang Penanganan Fakir Miskin pada 18 Agustus 201119. Sesuai dengan 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 
negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukakan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Memelihara fakir miskin guna 
memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan, hal ini diperlukan 
                                                             
18 Uraian masing-masing prinsip Negara hukum lihat Asshiddiqie, op cit.hal 124-130 
19 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin 
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kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada fakir miskin secara 
terencana, terarah, dan berkelanjutan. Pengaturan mengenai pemenuhan 
kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir 
miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi dalam hal memperoleh pendidikan. 
Oleh karena pertimbangan tersebut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 
Tentang Penanganan Fakir Miskin dibentuk. mengingat hak dan kewajiban 
warga negara dan negara telah dituliskan dalam Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 
ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan 
Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945.20 
Dalam Bab 121 , tentang ketentuan umum  Undang-Undang Fakir Miskin 
menjelaskan definisi-definisi, diantaranya pada Pasal 1 dalam Undang-
Undang ini yang dimaksud dengan Fakir miskin  adalah orang yang sama 
sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai 
sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi 
kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya. 
Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah,terpadu, dan 
berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau 
masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, 
                                                             
20 Lihat Pasal 20, Pasal 21, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33 ayat  (3) 
dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
21 Lihat Pasal 1  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penaganan Fakir Miskin 
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pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap 
warga negara. Salah satu kebutuhan mendasar fakir miskin dan anak 
terlantar adalah tentang jaminan mengenai pendidikan hal ini sesuai dengan 
yang termaktub dalam Pasal 1  yang memuat tentang kebutuhan dasar. 
Bahwa kebutuhan dasarnya adalah kebutuhan pangan, sandang, 
perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial. 
Dalam Pasal 2 dituliskan tentang,  Penanganan fakir miskin berasaskan:22 
a. kemanusiaan;  
b. keadilan sosial; 
c. non diskriminasi; 
d. kesejahteraan; 
e. kesetiakawanan; dan 
f. pemberdayaan. 
Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Fakir  Miskin adalah orang-orang 
yang sangat kekurangan. Fakir miskin adalah orang-orang yang tidak dapat 
memenuhi kebutuhannya. 
Dalam Perspektif  Departemen Sosial  pada tahun 2001 Fakir miskin 
adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk 
memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang 
mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan 
pokok yang layak bagi kemanusiaan.  
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Menurut  Walter A Friedlander  Anak terlantar adalah anak yang tidak 
mendapatkan asuhan secara minimal dari orang tuanya sebab kondisi 
keluarganya baik ekonomi, sosial, kesehatan jasmani maupun psikisnya tidak 
layak sehingga anak-anak tersebut membutuhkan adanya bantuan 
pelayanan dari sumber-sumber yang ada di masyarakat sebagai pengganti 
orang tuanya. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002  Tentang 
Perlindungan Anak23. Menyatakan bahwa Anak terlantar dalam adalah anak 
yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, 
maupun sosial. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 4
24
 Tahun 1979 
Tentang Kesejahteraan Anak diuraikan bahwa anak terlantar adalah anak 
yang karena suatu sebab orangtuanya melalaikan kewajibannya sehingga 
kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, 
jasmani maupun sosial. 
Pada dasarnya Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi 
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, 
pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat 
disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun 
sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Sebagian orang 
memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara dari segi 
                                                             
23 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang 
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moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah 
yang telah mapan. Anak jalanan di identikkan bahkan sama dengan fakir 
miskin dan anak terlantar. Dikatakan fakir miskin karena mereka memang 
hidup dari keluarga yang sangat miskin tidak berkecukupan dan hidup 
menderita. Layak dikatakan anak terlantar yang terlihat dari keseharian 
mereka dimana anak-anak tersebut sama sekali tidak mendapat perhatian 
dari orang tuanya, mereka di terlantarkan dan dibiarkan mencari kehidupan di 
alam bebas tanpa memperhitungkan bahaya dan dampak terhadap masa 
depan anak. Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945, Negara mempunyai tanggung jawab untuk 
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
dengan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir 
miskin guna memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kemanusiaan. 
Untuk melaksanakan tanggung jawab Negara sebagaimana dimaksud 
tersebut, diperlukan kebijakan pembangunan nasional yang berpihak pada 
fakir miskin secara terencana, terarah, dan berkelanjutan. Mengenai 
pemenuhan kebutuhan dasar bagi fakir miskin masih tersebar dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan 
penanganan fakir miskin yang terintegrasi dan terkoordinasi. Melalui upaya 
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar 
harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan 
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nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin.: Dalam Pasal 34 ayat 
(1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar 
dipelihara oleh Negara”. Maka secara tidak langsung dapat dikatakan bahwa 
semua orang miskin dan semua anak terlantar pada prinsipnya dipelihara 
oleh Negara, tetapi pada kenyataannya yang ada di lapangan bahwa tidak 
semua orang miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara.  
Undang - Undang Dasar NRI 1945 adalah Landasan konstitusional 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Para pendiri negeri ini telah 
merumuskannya, sejak Bangsa Indonesia Merdeka dari jajahan para 
kolonialisme. UUD 1945 adalah sebagai hukum dasar tertinggi dalam 
penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara.25 UUD 1945 telah di 
amandemen empat kali pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002 yang telah 
menghasilkan rumusan Undang - Undang Dasar yang jauh lebih kokoh 
menjamin hak konstitusional warga negara. Secara legal formal, negara 
boleh menunjukkan kepedulian terhadap masa depan anak-anak jalanan ini. 
Hukum atau perundang-undangan merupakan salah satu bentuk 
kebijakan yang menjadi pondasi atau landasan konstitusional bagi kebijakan 
social terutama dalam hal pemenuhan hak konstitusional bagi fakir miskin 
dan anak terlantar. Dalam pelaksanaannya perundang-undangan mengatur 
berbagai program-program kebijakan dalam mengatasi permasalahan sosial. 
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Tanpa perundang-undangan suatu kebijakan tidak dapat berjalan secara 
efektif, dan kebijakan itu dianggap gagal oleh masyarakat. Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan 
perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, 
persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, 
pengundangan, dan penyebarluasan. 
2. Hak-Hak Fakir Miskin dan Anak Terlantar 
Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang 
Penanganan Fakir Miskin, bahwa fakir miskin  berhak untuk:26 
1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan 
2. Memperoleh pelayanan kesehatan 
3. Memperoleh pendidikan yang dapat meninngkatkan martabatnya 
4. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, 
mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai 
dengan karakter budayanya 
5. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan 
sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan 
serta memberdayakan diri dan keluarganya 
6. Memperoleh derajat kehidupan yang layak 
7. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat 
8. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan dan 
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9. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha 
Perlindungan Hak-Hak Anak di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak: 27 
a. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan 
partisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan, serta mendapt perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
b. Setiap anak berhak atas status nama sebagai identitas diri dan status 
kewarga negaraan. 
c. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan 
berekspresi sesuai tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan 
orang tua. 
d. (1)  Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan     
dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. 
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat 
menjamin tumbuh kembang anak atau anak  
dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau 
diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan yang 
berlaku. 
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e. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan 
sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spiritual dam sosial. 
f. (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran   
dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat 
kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. 
(2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (10), khusus 
bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh 
pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki 
keunggulan juga berhak mendapat pendidikan khusus. 
g. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, 
menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat 
kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan 
nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan. 
h. Setiap anka berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu 
luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, 
berkreasi sesuai minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi  
pengembangan diri. 
i. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi 
dan bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial 
j. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua wali atau pihak  
lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak 




b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual 
c. Penelantaran 
d. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan 
e. Ketidakadilan dan  
f. Perlakuan salah lainnya. 
(2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala 
bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (10, maka 
pelaku dikenakan pemberatan hukuman.  
k. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali 
jika ada   alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan 
bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan 
merupakan pertimbangan terakhir. 
l.  Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari  
a. penyalahgunaan dalam kegiatanpolitik; 
b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata; 
c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial; 
d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan 
dan 
e. Pelibatan dalam peperangan. 
m.  (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran  
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penganiayaan, peyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak 
manusiawi. 
(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan 
hukum. 
(3) Penangkapan, penahanan atau tindak pidanan penjara anak 
hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan 
hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. 
n.  (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : 
a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan   
penempatannya dipisahkan dari orang dewasa. 
b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara 
efektif dalam setiap tahapan upaya  
hukum yang berlaku dan; 
c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan 
anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup 
untuk umum. 
(2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan 
seksual atau yang berhadapan dengan hukum  berhak 
dirahasiakan. 
o.  Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak 




C. Pendidikan Sebagai Hak Konstitusional 
1. Pengertian Pendidikan  
Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan 
potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal 
dan diakui oleh masyarakat.28 Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga 
negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa 
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 
nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-
undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. 
Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya 
prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi 
manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya 
dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang 
mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem pendidikan. 
Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan 
memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam 
sistem pendidikan. 
                                                             
28 William N. Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University, 
Press 2000. Hal, 86 
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Pendidikan  adalah salah satu pilar kehidupan bangsa. Masa depan 
suatu bangsa bisa diketahui melalui sejauh mana komitmen masyarakat, 
bangsa ataupun negara dalam menyelenggarakan Pendidikan Nasional.29 
Pendidikan menjadi salah satu dari tujuan bangsa ini. Sementara dalam 
Undang-Undang Dasar NRI I945 Pasal 31 ayat (4) memperjelas bahwa 
anggaran penyelenggaraan Pendidikan Nasional minimal sebesar 20 % 
diambil dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Anggaran 
pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun dalam realitasnya justru 
mengatakan lain. Pendidikan Nasional semakin menyimpan banyak 
persoalan dan sampai sekarang belum terselesaikan  terutama perolehan 
pendidikan bagi fakir miskin dan anak terlantar . oleh karena itu tentunya 
dalam hal demikin kita dibutuhkan suatu paradigma yang bisa membedah 
dan memberikan penjelasan secara berarti. Secara tidak langsung, 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) cukup berlebih jika hanya untuk 
menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Namun karena komitmen 
pemerintah yang kurang memperhatikan persoalan ini, sehingga proses 
pendidikan dibeberapa tempat banyak terbengkalai dan terabaikan.  
2. Pengertian Pendidikan Menurut Para Ahli 
Pengertian pendidikan yang dikemukakan para ahli batasannya sangat 
beranekaragam. Perbedaan tersebut mungkin karena orientasinya, konsep 
                                                             
29 Ary Gunawan H, Sosiologi Pendidikan: Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai Problem 




dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena falsafah 
yang melandasinya. 
Berikut ini beberapa pengertian pendidikan yang dapat menjadi 
rujukan.30 
a. Menurut Poerwadarmita, Pendidikan dari segi bahasa dapat diartikan 
perbuatan (hal, cara dan sebagainya) mendidik; dan berarti pula 
pengetahuan tentang mendidik, atau pemeliharaan (latihan-latihan 
dan sebagainya) badan, batin dan sebagainya. 
b. Pendidikan dari segi istilah kita dapat merujuk kepada berbagai 
sumber yang diberikan para ahli pedidikan. Dalam UU Sisdiknas 
Pasal 1 dinyatakan bahwa: 
“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian 
diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan 
yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara.” 
c. Menurut M.J. Langeveld pendidikan adalah memberi pertolongan 
secara sadar dan segaja kepada seorang anak (yang belum dewasa) 
dalam pertumbuhannya menuju kearah kedewasaan dalam arti dapat 
berdiri dan bertanggung jawab susila atas segala tindakan-
tindakannya menurut pilihannya sendiri.  
d. Ki Hajar Dewantoro mengatakan bahwa pendidikan berarti daya 
upaya untuk memajukan pertumbuhan budi pekerti (kekuatan batin, 
karakter), fikiran (intellect) dan dan tumbuh anak yang antara satu 
dan lainnya saling berhubungan agar dapat memajukan 
kesempurnaan hidup, yakni kehidupan dan penghidupan anak-anak 
yang kita didik selaras. 
e. John Dewey mewakili aliran filsafat pendidikan modern merumuskan 
Education is all one growing; it has no end beyond it self, pendidikan 
adalah segala sesuatu bersamaan dengan pertumbuhan, pendidikan 
sendiri tidak punya tujuan akhir di balik dirinya. 
                                                             
30  Indra Wiyana Nugraha, Definisi Pendidikan dan Sistem Pendidikan, dikutip pada laman 
website http://terisicyber75.blogspot.com/2011/09/definisi-pendidikan-dan-sistem.html, 




f. Noeng Muhadjir merumuskan pendidikan sebagai upaya terprogram 
dari pendidik membantu subyek didik berkembang ketingkat yang 
normatif lebih baik dengan cara baik dalam konteks positif. 
g. Zamroni memberikan definisi pendidikan adalah suatu proses 
menanamkan dan mengembangkan pada diri peserta didik 
pengetahuan tentang hidup, sikap dalam hidup agar kelak ia dapat 
membedakan barang yang benar dan yang salah, yang baik dan 
yang buruk, sehingga kehadirannya ditengah-tengah masyarakat 
akan bermakna dan berfungsi secara optimal. 
 
Dari pengertian  tersebut dapat diketahui bahwa pendidikan merupakan 
usaha atau proses yang ditujukan untuk membina kualitas sumber daya 
manusia seutuhnya agar ia dapat melakukan perannya dalam kehidupan 
secara fungsional dan optimal. 
3. Landasan Hukum Penyelenggaraan Pendidikan 
Proses penyelenggaraan pendidikan nasional masih sangat jauh dari 
yang diharapkan, sering terbentur dengan berbagai kendala, baik dari segi 
kebijakan (politik), sistem sosial dan kesadaran kita sendiri. Oleh karena itu, 
sebagai bangsa Indonesia yang konsisten dengan Pendidikan Nasional 
seyogyanya pemerintah lebih peka dalam menanggapi permasalahan 
pendidikan, apalagi jaminan pendidikan bagi fakir miskin dan anak terlantar. 
Landasan utama penyelenggaraan pendidikan di Indonesia adalah pada 
Pasal 31 UUD NRI  1945, Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), dan Undang-Undang Nomor. 17 
Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) 2005-2025. UUD 45 menjamin hak pendidikan rakyat Indonesia 
sebagaimana disebutkan pada Pasal 31 ayat (1): “Setiap warga negara 
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berhak mendapat pendidikan” dan ayat 2: “Setiap warga negara wajib 
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.” Kedua 
ayat ini memberikan tugas kepada pemerintah untuk menyediakan 
pendidikan beserta sarananya bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah 
berkewajiban membiayai segala pengeluaran yang diperlukan untuk 
memfasilitasi tertunaikannya pendidikan dasar bagi setiap warga negara. 
Anggaran yang disediakan cukup besar, yaitu minimal 20% dari APBN dan 
APBD sebagaimana ditegaskan dalam ayat (4): “Negara memprioritaskan 
anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah 
untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.” 
Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 
nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta berakhlaq 
mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan 
undang-undang. 
Ada 3 (tiga) petunjuk yang diperoleh oleh keempat ayat di atas, yaitu: 
a. pendidikan dasar merupakan hak setiap warga negara; 
b. pemerintah wajib menyediakan anggaran yang cukup untuk 
membiayai pendidikan dasar; dan  
c. tujuan pendidikan dasar adalah untuk meningkatkan keimanan, 
ketaqwaan, dan akhlaq mulia. 
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 Berdasarkan ketiga petunjuk ini dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap 
individu yang menjadi warga negara Indonesia harus mendapatkan 
pendidikan untuk meningkatkan keimanan, ketaqwaan, serta akhlaq mulia 
dengan biaya sepenuhnya ditanggung negara. Untuk melaksanakan amanah 
UUD 45 tersebut, pemerintah menyusun RUU Sistem Pendidikan Nasional 
yang kemudian disahkan menjadi UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan tentang makna pendidikan, 
yaitu:31 
 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar 
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
  
Definisi pendidikan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional ini 
mengandung unsur operasional pendidikan, yaitu “sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran” dan unsur filosofis 
pendidikan terkait tujuan pendidikan, yaitu untuk “memiliki kekuatan spiritual 
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.” 
Tujuan pendidikan ini kemudian disebutkan kembali secara khusus 
pada Pasal 3, menjadi:32 
                                                             
31 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
32 Ibid, Pasal 3 
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Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 
manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 
bertanggung jawab. 
 
Apabila dicermati secara mendalam, tujuan pendidikan yang termaktub 
dalam UUD 45 sudah mencukupi. Keimanan adalah kewajiban mendasar 
bagi manusia yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa. Ketakwaan 
mengandung tuntutan untuk menjalankan perintah agama, sebagai 
manifestasi iman. Akhlak mulia merupakan tuntunan atau perangkat dalam 
berperilaku sehari-hari, sebagai manifestasi dari iman dan takwa. 
Tujuan pendidikan yang tersurat pada UU Sisdiknas Pasal 1 lebih 
bermasalah. Keimanan dan ketakwaan yang dikendaki UUD 45 bergeser 
menjadi “kekuatan spiritual.” Kekuatan spiritual tidak menuntut seseorang 
untuk mengimani Tuhan Yang Maha Esa. Penganut Komunisme di China 
merasa cukup dengan kekuatan spiritual dari roh-roh nenek moyang. 
Kekuatan spiritual juga tidak menuntut seseorang untuk menjalankan 
perintah agama. 
Paradigma yang digunakan UUD 45 seharusnya diadopsi oleh seluruh 
produk hukum turunannya. Rumusan tujuan pendidikan nasional harus 
menyesuaikan dengan UUD.  Apabila diperlukan perangkat tambahan, maka 
perangkat tersebut digunakan untuk menuju tujuan, yakni “meningkatkan 
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keimanan, ketaqwaan dan akhlaq mulia.” Contohnya adalah perangkat 
kurikulum yang diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 
2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
“Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam 
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 
memperhatikan: peningkatan iman dan takwa; peningkatan 
akhlak mulia; peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat 
peserta didik; keragaman potensi daerah dan lingkungan; 
tuntutan pembangunan daerah dan nasional; tuntutan dunia 
kerja; perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 
agama; dinamika perkembangan global; dan persatuan 
nasional dan nilai-nilai kebangsaan.” 
 
Pasal 36 UU Sisdiknas ini tidak menggunakan paradigma UUD NRI 
1945 sehingga menempatkan peningkatan iman dan takwa serta peningkatan 
akhlak mulia sejajar dengan peningkatan potensi, kecerdasan, minat peserta 
didik, keragaman potensi daerah dan lingkungan, tuntutan pembangunan 
daerah dan nasional, tuntutan dunia kerja, dst. Dalam paradigma UUD 45, 
peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia merupakan tujuan 
pendidikan. Peningkatan  potensi, kecerdasan, minat peserta didik dapat 
dijadikan sarana untuk meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak 
mulia. Sarana dapat berkembang luas tanpa batas, mengikuti kemajuan 
jaman serta kebutuhan masyarakat di lapangan, namun tujuan harus 
konsisten dan pasti. Menjadikan sarana sebagai tujuan berpotensi 
menggoyang tatanan masyarakat. Masyarakat menjadi bingung dan 
mempertanyakan ke mana sebenarnya orientasi hidup bangsa ini dan 
apakah tujuan itu akan tercapai apabila selalu berubah dari masa ke masa. 
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Kesimpangsiuran tujuan pendidikan yang tercantum dalam UU Sisdiknas 
terpancar pula dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) 2005-2025 yang disahkan menjadi UU No. 17 Tahun 2007. UU ini 
merupakan dasar hukum yang mengatur operasional pembangunan selama 
20 tahun, termasuk pembangunan dalam bidang pendidikan. Bab III UU ini 
menyebutkan:33 
Pendidikan yang bertujuan membentuk manusia yang bertaqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan 
internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, 
mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, 
dan memiliki kebanggaan sebagai bangsa Indonesia dalam rangka 
memantapkan landasan spiritual, moral, dan etika pembangunan bangsa34. 
Apabila tujuan dari arah pembangunan (Bab IV) disertakan, maka akan 
diperoleh rumusan tambahan untuk tujuan pendidikan sebagai berikut: 
Terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan 
bermoral berdasarkan falsafah Pancasila yang dicirikan dengan watak dan 
perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, 
                                                             
33 Knut D. Asplind, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta PUSHAM UII, 
2008,hal 34 
 
34 Umberto Sihombing. Menuju Pendidikan Bermakna melalui Pendidikan Berbasis 
Masyarakat, Jakarta: CV Multiguna,2002. Hal, 119 
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bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasi 
iptek. 
Rumusan tujuan pendidikan seakan tidak pernah berhenti 
bermetaforsis, mengikuti apa yang terbersit di benak tim penyusun undang-
undang. Tujuan yang fluktuatif seperti ini mengakibatkan bangsa Indonesia 
tidak pernah sampai pada tujuannya, karena tujuannya sendiri berubah-ubah. 
Oleh karena itu, tujuan pendidikan harus dikembalikan pada tujuan asasi 
yaitu meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia, sebagaimana 
termaktub dalam Pasal 31 Ayat (3) UUD NRI 1945.  
D. Landasan Hukum Pemenuhan Hak-Hak Anak  Dan  Kesejahteraan 
Anak  
 
Landasan hukum pemenuhan hak-hak anak dan kesejahteraan social 
yaitu:35 
a. Pasal 28 C, Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
       Tahun 1945; 
b. Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 
c. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
     Nasional; 
e. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan 
InternationalCovenant    on Economic, Social and Cultural Rights 
(Kovenan Internasional 
     tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya); 
f. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International 
                                                             
35
 Azyumardi.Paradigma Baru Pendidikan Nasional.Rekonstruksi dan Demokratisasi,Penerbit 
buku Kompas,Jakarta,2006 hal 54 
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    Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang 
    Hak-Hak Sipil dan Politik); 
g. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteran 
     Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah 
h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
    Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan 
    Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 
i.  Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar; 
j.  Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 
    Penyelenggara Pendidikan; 
k. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan 
    Organisasi Kementerian Negara 
l.  Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan 
    Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) 
m. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014; 
E. Prinsip-Prinsip Pemenuhan Hak  Konstitusional Fakir Miskin Dan 
Anak Terlantar Dalam Bidang Pendidikan  
 
Dalam upaya pemenuhan hak pendidikan anak, terdapat sejumlah 
prinsip yang harus diperhatikan. Prinsip-prinsip atau hal-hal pokok yang perlu 
diperhatikan tersebut terdapat dalam sejumlah instrumen hukum 
internasional dan nasional serta ketentuan yang mengikutinya, yakni 
Konvensi Hak Anak, Kovenan Hak Ekosob, UU Perlindungan Anak, dan UU 
Sistem Pendidikan Nasional. Prinsip-prinsip tersebut ada yang memiliki 




F. Prinsip Yang Bersumber Dari Konvensi Hak Anak (Kha) 
 
Pemenuhan hak pendidikan anak, tidak hanya sekedar memberikan 
kepada anak kesempatan untuk memperoleh pendidikan saja, akan tetapi 
harus diartikan sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan perlindungan 
anak. Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala 
upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat 
hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan 
harkat martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan 
dan diskriminasi. Selanjutnya dalam pasal 2 Undang-Undang No. 23 tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak tersebut, disebutkan pula bahwa selain 
harus berdasarkan pada Pancasila dan berlandaskan UUD 1945, 
penyelenggaraan perlindungan anak juga harus berlandaskan pada prinsip-
prinsip Konvensi Hak Anak (KHA), 
yang meliputi: 
a. non diskriminasi; 
b. kepentingan yang terbaik bagi anak; 
c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan 
d. penghargaan terhadap pendapat anak. 
    Selain itu, dalam pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak 
disebutkan pula bahwa anak di dalam dan dilingkungan sekolah wajib 
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dilindungi dari tindakan  kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola 
sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau 
lembaga pendidikan lainnya . 
    Di dalam KHA, yang sudah diratifikasi dalam Keppres No. 36/1990, juga 
terdapat  sejumlah prinsip lain yang harus diperhatikan dalam pemenuhan 
hak pendidikan anak, yakni sebagai berikut : 
          a. berdasarkan pasal 28 ayat 2, maka harus ada jaminan bahwa   
disiplin sekolah 
               dilaksanakan dalam cara yang sesuai dengan martabat manusia si  
anak dan sesuai 
               dengan Konvensi ini tanpa tindak kekerasan 
          b. berdasarkan pasal 29, maka pendidikan anak harus diarahkan    
pada: 
                (a) pengembangan kepribadian, bakat dan kemampuan mental  
dan fisik    pada   potensi terpenuh mereka; 
                (b) pengembangan  penghormatan terhadap hak-hak asasi 
manusia dan         kebebasan  kebebasan  dasar dan prinsip-
prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB; 
              (c)  pengembangan penghormatan terhadap orang tua anak, jati diri 
budayanya sendiri, bahasa dan nilai-nilainya sendiri terhadap 
nilai-nilai nasional dari Negaradi mana anak itu sedang 
bertempat tinggal, negara anak itu mungkin berasal         dan 
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terhadap peradaban-peradaban yang berbeda dengan miliknya 
sendiri; 
             (d)  persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam  
suatu  masyarakat yang bebas, dalam semangat saling 
pengertian, perdamaian, tenggang rasa, persamaan jenis 
kelamin, dan persahabatan antara   semua bangsa, etnis, warga 
negara dan kelompok agama, dan orang- orang asal pribumi; 
             (e)   pengembangan untuk menghargai lingkungan alam. 
G. Prinsip Yang Bersumber Dari Kovenan Hak Ekonomi Sosial Dan 
Budaya (Ekosob) 
 
Komite hak-hak ekonomi social dan budaya (Ekosob) PBB (CESCR) pada 
tahun 1999 telah membuat general comments E/C.12/1999/10 yang berisi 
empat prinsip sebagai penjabaran hak atas pendidikan yang harus dipenuhi 
oleh setiap negara yang telah meratifikasi hak-hak ekosob ini. Keempat 
prinsip tersebut adalah :36 
1. Ketersediaan, yaitu ketersediaan pendidikan dalam bentuk kuantitas 
dalam rangka   menunjang proses penyelenggaraan pendidikan, seperti 
gedung sekolah, perpustakaan, laboratorium serta fasilitas sanitasi, air 
minum yang aman, pelatihan guru, kurikulum pendidikan dan sebagainya. 
2. Aksesibilitas atau keterjangkauan, program pendidikan harus dapat 
    dijangkau (diakses) oleh semua anak tanpa diskriminasi. 
                                                             
36 Atmadi,A.& Y.Setyaningsih.Transformasi Pendidikan Memasuki Millenium 
Ketiga.Yogyakarta: Kanisius 2000,hal 71 
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3. Akseptablitas, dimana bentuk dan substansi pendidikan termasuk 
kurikulum  dan metode pengajaran harus sesuai dengan nilai-nilai budaya 
anak maupun orang tua dan memenuhi standar minimum pendidikan yang 
ditetapkan pemerintah. 
4. Adaptabilitas, dimana pendidikan harus bersifat fleksibel dan bisa 
    disesuaikan dengan perubahan sosial budaya masyarakat, dan dapat 
    merespon/menyikapi kebutuhan anak-anak terhadap perubahan sosial dan 
     budaya. 
H. Prinsip Yang Bersumber Dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 
Tentang Sistem Pendidikan Nasional 
Prinsip-prinsip lain yang harus diperhatikan selain prinsip yang terdapat 
dalam dua instrument hukum internasional di muka adalah prinsip 
penyelenggaraan pendidikan seperti yang termuat dalam pasal 4 UU Sistem 
Pendidikan Nasional, yakni sebagai berikut :37 
(a) demokratis dan berkeadilan, non diskriminasi dan menjunjung tinggi HAM    
nilai  keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. 
(b) pendidikan merupakan satu kesatuan yang sistemik dengan sistem 
terbuka dan multimakna. 
(c) pendidikan merupakan suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan 
yang berlangsung sepanjang hayat. 
                                                             
37 Ikatan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan Sulawesi..Pendidikan 
Kewarganegaraan Perguruan Tinggi.Makassar: Ikatan Dosen Kewarganegaraan 
Sulawesi, 2002,hal 25 
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Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 
menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan 
layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang 
bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. 
I. Pendidikan Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) 
Agar terciptanya suatu sistem pendidikan yang berbasiskan HAM, 
maka diperlukan strategi yang seragam dalam sektor pendidikan dan 
mencakup hubungan lintas sektoral. Strategi yang harus dilakukan oleh 
pemerintah adalah dengan cara melaksanakan kewajiban-kewajiban 
pemerintah berkait dengan hak asasi manusia agar pendidikan dapat 
disediakan (available), dapat dijangkau (accessible), dapat diterima 
(acceptable) dan dapat disesuaikan (adaptable). 
Hak asasi merupakan hak mendasar yang dimiliki setiap manusia 
semenjak dia lahir. Hak pertama yang kita miliki adalah hak untuk hidup 
seperti di dalam Undang Undang No. 39 tahun 1999 pasal 9 ayat (1) tentang 
hak asasi manusia, “Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan 
hidup, dan meningkatkan taraf hidupnya”, ayat (2) “Setiap orang berhak hidup 
tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan bathin”, dan ayat (3) 
“Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” 
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Seiring berjalannya waktu, hak asasi manusia (HAM) mulai dilindungi 
oleh setiap negara. Salah satunya adalah Indonesia, hak asasi manusia 
(HAM) secara tegas di atur dalam Undang Undang No. 39 tahun 1999 pasal 
2 tentang asas-asas dasar yang menyatakan “Negara Republik Indonesia 
mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar 
manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak 
terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan 
demi peningkatan martabat kemanusian, kesejahteraan, kebahagiaan, dan 
kecerdasan srta keadilan.”38 
Hak asasi yang tidak kalah penting namun sering kali terabaikan 
adalah hak anak untuk mendapatkan pendidikan atau pengajaran yang layak. 
Padahal pendidikan adalah pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa. 
Tanpa pendidikan negara akan hancur disamping bidang lainnya seperti 
Ekososbudhankam. Suatu dikatakan maju apabila pendidikan negara 
tersebut berkembang pesat dan memadai. Dengan pendidikan kita bisa 
mengetahui sesuatu yang tak diketahui menjadi tahu. Dengan pendidikan kita 
                                                             
38 Naning,Ramdlon.Cita dan Citra Hak-hak Asasi Manusia Di 





bisa meningkatkan potensi diri dan cara berpikir kita, bahkan dalam suatu 
riwayat dikatakan, Kalau mau bahagia di dunia haruslah dengan Ilmu, Kalau 
mau bahagia di akhirat juga dengan Ilmu, Kalau mau bahagia di dunia dan di 
akhirat juga dengan Ilmu. Disini di tekankan bahwa Ilmu itu sangat penting 
dan utama, bahkan orang yang berilmu dan bermanfaat bagi orang lain lebih 
tinggi kedudukannya dibandingkan dengan seorang ahli ibadah, tentunya 
dengan diikuti oleh keimanan dan ketaqwaan. 
Salah satu cara mendapatkan ilmu adalah dengan pendidikan. Karena 
dengan pendidikan seseorang tak akan mudah di bohongi dan di tipu daya. 
Cara berpikir orang yang berpendidikan dengan tidak bisa diketahui tentunya, 
seorang yang berpendidikan haruslah mencerminkan bahwa dirinya 
memanglah orang yang terdidik, dan harus bisa bermanfaat bagi sekitarnya. 
J.  Penegakan Hukum dan keadilan bagi Pemenuhan Hak atas Pendidikan 
yang Layak 
Menurut perspektif hukum tidak terpenuhinya hak anak untuk 
mendapatkan pendidikan merupakan pelanggaran terhadap hak asasi 
manusia. Anak sebagai generasi muda penerus bangsa harus mendapatkan 
manfaat dari semua jaminan hak asasi manusia yang tersedia bagi orang 
dewasa. Anak harus diperlakukan dengan cara yang memajukan martabat 
dan harga dirinya, yang memudahkan mereka berintraksi di dalam 
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masyarakat, anak tidak boleh dikenai siksaan, perlakuan atau hukuman yang 
kejam dan tidak manusiawi, pemenjaraan atau penahanan terhadap anak 
merupakan tindakan ekstrim terakhir, perlakuan hukum terhadap anak harus 
berbeda dengan orang dewasa, anak harus mendapatkan perlindungan 
hukum dalam rangka menumbuhkan suasana phisik dan psikologis yang 
memungkinkan anak berkembang secara normal dan baik serta penidikan 
yang layak untuk itu perlu dibuat aturan hukum yang memberikan 
perlindungan hak asasi anak, setiap pelanggaran terhadap aturan harus 
ditegakan secara professional tanpa pandang bulu.39 
Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Keppres No. 50 
tahun 1993) mendapat tanggapan positif berbagi kalangan di Indonesia, 
terbukti dengan banyaknya laporan dari masyarakat kepada Komnas HAM 
tentang berbagai pelanggaran HAM yang terjadi selama ini, hal ini 
menunjukkan bentuk perhatian bangsa Indonesia terhadap penegakan hak 
asasi manusia, dan sekaligus menunjukkan betapa prihatinnya bangsa 
Indonesia terhadap pelanggaran hak asasi manusia, dan sekaligus 
                                                             
39 Prinst,Darwan.Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi 





menunjukkan betapa prihatinnya bangsa Indonesia terhadap pelanggaran 
























A. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul proposal penulis yaitu “Pemenuhan Hak 
Konstitusional Fakir Miskin dan Anak Terlantar dalam Bidang Pendidikan di 
Kota Makassar” maka penulis akan melakukan penelitian pada: 
1. Dinas Pendidikan Kota Makassar 
2. Departemen Sosial Kota Makassar 
B. Jenis dan Sumber Data 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
1. Data Primer : 
Data yang diperoleh melalui wawancara (interview) dengan para 
aparat terkait. 
2. Data Sekunder : 
Data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap berbagai 
macam bahan bacaan yang berkaitan dengan objek kajian dalam 
skripsi antara lain berupa buku, jurnal, artikel, dan karya-karya tulis 
dalam bentuk media cetak dan media internet. 
C. Teknik pengumpulan data 
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah 
sebagai berikut : 
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1. Penelitian Pustaka (Library Research), teknik mengumpulkan data ini 
dilakukan dengan Penelitian Pustaka (library Research), teknik 
pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari, 
mendalami, dan menganalisis, dari jumlah bacaan baik buku jurnal, 
majalah, Koran, atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, 
focus, atau variable penelitian. Dari penelitian kepustakaan ini 
diharapkan diperoleh landasan teori mengenai kajian dan analisis 
darai perspektif hukum tata Negara. 
2. Penelitian Lapangan (field Research), teknik ini dilakukan dengan 
cara melakukan interview (wawancarap guna memperoleh informasi 
yang diperlukan dan lebih meyakinkan karena dilakukan dengan cara 
bertanya langsung dengan narasumber yang dianggap memiliki 
kemampuan dan pengetahuan mengenai masalah yang dibahas 
dalam skripsi ini. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dan telah dikumpulkan dalam penelitian ini, adalah 
data kualitatif, sehingga teknik analisis data yang digunakan juga 
menggunakan teknik kualitatif, dimana prose pengolahan data dilakukan 
secara deduktif, yakni dimulai dari dasar-dasar pengetahuan yang umum. 
Kemudian meneliti hal-hal yang bersifat khusus sehingga dari proses analisis 
ini kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
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Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normative yaitu dengan 
melakukan penjabaran atas data-data yang ada sebagai hasil dari penelitian. 
Dalam pendekatan normative ini, penelitian dilakukan terhadap norma-norma 
hukum yang memilki permasalahan dengan yang akan diteliti. Pendekatan 
semacam ini dilakukan dengan meneliti realitas hukum yang dilakukan dari 




















Pembahasan Dan Hasil Penelitian 
A. Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Fakir Miskin dan Anak 
Terlantar Dalam Bidang Pendidikan di Kota Makassar. 
 
Pemenuhan hak konstitusional bagi fakir miskin dan anak terlantar dalam 
bidang pendidikan di Kota Makassar yaitu salah satu dengan kehadiran 
Program Keluarga Harapan (PKH). Bahwa dengan Program Keluarga 
Harapan (PKH) ini dipandang dapat meminimalisir Fakir miskin dan anak 
terlantar dalam bidang pendidikan. Pada dasarnya PKH ini merupakan 
program perlindungan sosial yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah 
Tangga Sangat Miskin (RTSM) dan bagi anggota keluarga RTS diwajibkan 
melaksanakan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Program ini, 
dalam jangka pendek bertujuan mengurangi beban RTSM dan dalam jangka 
panjang diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi, 
sehingga generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap kemiskinan. 
Pelaksanaan PKH juga mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan 
Millenium. Lima Komponen Tujuan MDG’s yang akan terbantu oleh PKH 
yaitu: Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan; Pendidikan Dasar; 
Kesetaraan Gender; Pengurangan angka kematian bayi dan balita; 
Pengurangan kematian ibu melahirkan.  
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Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian uang 
tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) berdasarkan 
persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan dengan melaksanakan 
kewajibannya. Program semacam ini secara internasional dikenal sebagai 
program conditional cash transfers (CCT) atau program Bantuan Tunai 
Bersyarat. Persyaratan tersebut dapat berupa kehadiran di fasilitas 
pendidikan (misalnya bagi anak usia sekolah) 
Tujuan PKH adalah untuk mengurangi angka dan memutus rantai 
kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengubah 
perilaku yang kurang mendukung peningkatan kesejahteraan dari kelompok 
paling miskin. Tujuan ini berkaitan langsung dengan upaya mempercepat 
pencapaian target Millennium Development Goals (MDGs). Secara khusus, 
tujuan PKH adalah: 
a. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan 
kesehatan bagi Peserta PKH 
b. Meningkatkan taraf pendidikan Peserta PKH 
c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil (bumil), ibu 
nifas, bawah lima tahun (balita) dan anak prasekolah anggota 




Kemudian dalam hal ini yang berhak menerima manfaat dari PKH yaitu 
Hingga tahun 2011, basis bantuan PKH adalah rumah tangga. Mulai tahun 
2012 dan selanjutnya di masa yang akan datang, basis bantuan PKH akan 
diarahkan pada “Keluarga”, bukan “Rumah Tangga”. Hal ini untuk 
mengakomodasi prinsip bahwa keluarga (yaitu orang tua-ayah, ibu-dan anak) 
adalah satu unit sangat relevan dengan peningkatan kualitas sumber daya 
manusia. Orang tua memiliki tanggung jawab terhadap pendidikan, 
kesehatan, kesejahteraan dan masa depan anak. Karena itu keluarga adalah 
unit yang relevan dalam upaya memutus rantai kemiskinan antar generasi. 
Beberapa keluarga dapat berkumpul dalam satu rumah tangga yang 
mencerminkan satu kesatuan pengeluaran konsumsi (yang dioperasionalkan 
dalam bentuk satu dapur).  
PKH diberikan kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM). Data keluarga 
yang dapat menjadi peserta PKH didapatkan dari Basis Data Terpadu dan 
memenuhi sedikitnya satu kriteria kepesertaan program berikut, yaitu: 
1. Memiliki ibu hamil/nifas 
2. Memiliki anak balita atau anak pra sekolah 
3. Memiliki anak usia SD dan/atau SLTP dan/atau anak 15-18 
tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar 
Seluruh keluarga di dalam suatu rumah tangga berhak 
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menerima bantuan tunai apabila memenuhi kriteria kepesertaan 
program dan memenuhi kewajibannya. 
 Lokasi pelaksanaan PKH yaitu Ketika awalnya dilaksanakan sebagai 
suatu kegiatan uji coba di tahun 2007, PKH dijalankan di 7 (tujuh) provinsi, 48 
kabupaten/kota, dan melayani 387.928 RTSM (Rumah Tangga Sangat 
Miskin). Pada tahun 2011, pelaksanaan PKH telah dikembangkan di 25 
provinsi, 118 kabupaten/kota, dan melayani 1,1juta RSTM. 
Pada tahap perluasan, PKH akan dilaksanakan di seluruh provinsi di 
Indonesia. Jumlah penerima manfaat (beneficiaries), atau peserta PKH akan 
ditingkatkan secara bertahap hingga menjangkau seluruh keluarga dalam 
rumah tangga sangat miskin (RTSM), dengan menyesuaikan kemampuan 
negara. Hingga tahun 2014 peserta PKH ditargetkan sebesar 3 juta Keluarga 
Sangat Miskin. 
Mekanisme pembayaran bantuan PKH Bantuan dana tunai PKH 
diberikan kepada ibu atau perempuan dewasa (nenek, bibi atau kakak 
perempuan) dan selanjutnya disebut Pengurus Keluarga.Dana yang 
diberikan kepada pengurus keluarga perempuan ini telah terbukti lebih efektif 
dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan penerima 
bantuan.Pengecualian dari ketentuan diatas dapat dilakukan pada kondisi 
tertentu, misalnya bila tidak ada perempuan dewasa dalam keluarga maka 
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dapat digantikan oleh kepala keluarga. Sebagai bukti kepesertaan PKH, KSM 
diberikan Kartu Peserta PKH.Uang bantuan dapat diambil oleh Pengurus 
Keluarga di Kantor Pos terdekat dengan membawa Kartu Peserta PKH dan 
tidak dapat diwakilkan.Sebagian peserta PKH menerima bantuan melalui 
rekening bank (BRI). 
Hak dan Kewajiban peserta Program Keluarga Harapan 
Hak peserta PKH adalah: 
o Menerima bantuan uang tunai. 
o Menerima pelayanan pendidikan bagi anak usia wajib belajar 
Pendidikan Dasar 9 tahun sesuai ketentuan yang berlaku. 
Agar memperoleh bantuan tunai, peserta PKH diwajibkan memenuhi 
persyaratan dan komitmen untuk ikut berperan aktif dalam kegiatan 
pendidikan anak.  
Pendidikan 
Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan berkaitan dengan 
pendidikan dan mengikuti kehadiran di satuan pendidikan/rumah singgah 
minimal 85% dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran 
berlangsung  dengan catatan sebagai berikut: 
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1. Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun 
yang sudah masuk sekolah dasar dan sejenisnya, maka yang 
bersangkutan dikenakan persyaratan pendidikan. 
2. Jika memiliki anak berusia 7-15 tahun. Anak Peserta PKH 
tersebut harus didaftarkan/terdaftar pada satuan pendidikan 
(SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau 
SMP/MTs/SMLB/Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs 
terbuka). 
3. Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan 
pendidikan dasar, maka Peserta PKH diwajibkan mendaftarkan 
anak tersebut ke satuan pendidikan yang menyelenggarakan 
program Wajib Belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan. 
4. Apabila anak tersebut di atas masih buta aksara, maka 
diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di 
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat. 
5. Apabila anak tersebut bekerja, atau disebut Pekerja Anak (PA) 
atau telah meninggalkan sekolah dalam waktu yang cukup 
lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan dan 
disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan 
di tingkat Kabupaten/Kota.  
6. Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut Anak 
Jalanan (AJ) dan telah meninggalkan sekolah dalam waktu 
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yang cukup lama, maka data anak tersebut akan didaftarkan 
dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di 
tingkat Kabupaten/Kota.  
Bila kedua persyaratan di atas, kesehatan dan pendidikan, dapat 
dilaksanakan secara konsisten oleh Peserta PKH, maka mereka akan 
memperoleh bantuan secara teratur. Semua peserta WAJIB menjalankan 
kewajiban. Apabila tidak memenuhi kewajiban, maka jumlah bantuan yang 
diterima akan dikurangi bahkan bantuan dapat dihentikan.  
Besaran Bantuan Tunai Bersyarat untuk setiap keluarga Peserta PKH 
ditunjukkan oleh tabel berikut: 
Jenis Bantuan Nilai Bantuan/Tahun 
1. Bantuan tetap Rp. 200.000 
1. Bantuan bagi KSMyang 
memiliki 
1. Ibu hamil/menyusui, 
atau 
2. Anak usia di bawah 5-
7 tahun, atau 





1. Anak peserta pendidikan 
setara SD/MI 
Rp. 400.000 
1. Anak peserta pendidikan 
setara SMP/MTs 
Rp. 800.000 
Bantuan minimum per keluarga Rp. 600.000 
Bantuan maksimum per keluarga Rp. 2.200.000 
 Catatan: 
 Bantuan terkait kesehatan berlaku bagi keluarga dengan anak di 
bawah umur 6 tahun dan/atau ibu hamil/nifas. Besar bantuan ini tidak 
dihitung berdasarkan jumlah anak. 
 Untuk usia 6 tahun, masuk ke dalam layanan Kesehatan APRAS. 
 Dengan adanya perbedaan komposisi anggota keluarga Peserta PKH, 
maka besar bantuan yang diterima setiap Peserta PKH akan 
bervariasi.  
Apabila Peserta PKH tidak memenuhi kewajiban atas syarat 
kepersertaan dalam tiga bulan, maka akan dilakukan pengurangan 
pembayaran bantuan tunai. Pemotongan langsung dikenakan terhadap total 
bantuan pada periode tersebut. Penggunaan bantuan tidak diatur dan 
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ditentukan, tetapi diprioritaskan untuk mengakses layanan pendidikan dan 
kesehatan. Penggunaan bantuan tidak diperbolehkanuntuk konsumsi yang 
merugikan hak anak seperti rokok, minuman keras, judi dan lainnya. 
Mengingat bahwa besaran bantuan PKH telah berjalan selama hampir 5 
tahun, maka pada tahun-tahun mendatang besaran bantuan ini akan 
dievaluasi dan disesuaikan dengan tingkat harga dan kemampuan keuangan 
negara. 
 Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah Terkait Hak Atas 
Pendidikan 40 
Penulis memaparkan memganai tanggaung jawab pemerntah terkait dengan 
hak atas pendikan, dengan table sebagai berikut 





Kewajiban untuk menjamin wajib belajar dan 
pendidikan tanpa biaya bagi seluruh anak usia 
sekolah bagi suatu negara, sampai sekurang-
kurangnya usia minimum untuk diperbolehkan 
bekerja. 
                                                             
40.  Proyek Kerja Sama antara Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak atas 
Pendidikan dan Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik UNESCO, Pendidikan Berbasis Hak Asasi 






Kewajiban untuk menghargai kebebasan orang tua 
untuk memilihkan pendidikan bagi anak-anaknya, 






Kewajiban untuk menghapuskan eksklusivitas 
pendidikan berdasarkan pelarangan terhadap 
diskriminasi (suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
agama, opini, asal, status ekonomi, kelahiran, status 
sosial, status minoritas atau penduduk asli, 
berkemampuan kurang). 
 
Kewajiban untuk menghapuskan diskriminasi gender 
dan rasial dengan menjamin pemberian kesempatan 
yang sama dalam pemenuhan hak asasi manusia, 




Kewajiban untuk merencanakan dan 
mengimplementasikan pendidikan bagi anak yang 
tidak mengikuti sekolah formal (misalnya, pendidikan 
bagi anak di pengungsian atau pengasingan, 
pendidikan bagi anak-anak yang kehilangan 
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kebebasannya, atau pendidikan bagi pekerja anak). 
 
Kewajiban untuk menyesuaikan pendidikan dengan 
minat utama setiap anak, khususnya bagi mereka 
dengan kelainan, atau anak minoritas dan penduduk 
asli. 
 
Kewajiban untuk mengaplikasikan hak asasi manusia 
secara utuh sebagai pedoman sehingga dapat 
memberdayakan hak asasi manusia melalui 
pendidikan, misalnya hak untuk kawin dan 
membentuk keluarga, atau hak untuk terbebas dari 







Kewajiban untuk menetapkan standar minimum 
pendidikan, termasuk bahasa pengantar, materi, 
metode mengajar, dan untuk menjamin penerapannya 
pada semua lembaga pendidikan. 
 
Kewajiban untuk meningkatkan mutu pendidikan 
dengan menjamin bahwa seluruh sistem pendidikan 
sejalan dengan hak asasi manusia. 
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 Sumber : Proyek Kerja Sama antara Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-
Bangsa (PBB) tentang Hak atas Pendidikan dan Biro Pendidikan Wilayah 
Asia Pasifik UNESCO, Pendidikan Berbasis Hak Asasi Penyederhanaan 
Persyaratan Hak Asasi Manusia Global, Biro Pendidikan Wilayah Asia Pasifik 
UNESCO, Bangkok. 
 
Konstitusi kita juga melindungi hak kita untuk mendapatkan pendidikan 
tertuang dalam Undang-undang Dasar Pasal 31 yaitu : 
1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan 
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan 
pemerintah    wajib membiayainya 
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem 
pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan 
bangsa, yang diatur dengan undang-undang 
4.  Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 
20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari 
anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi 
kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional 
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5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
menjunjung nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk 
memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. 
Negara yang merupakan institusi hasil kontrak sosial memiliki tugas 
memberi pelayanan terhadap warga Negara. Artinya, seluruh momen yang 
diselenggarakan oleh Negara harus mengacu pada tugas pokok ini, termasuk 
pendidikan. Pendidikan harus bisa memberikan alternatif penberdayaan bagi 
masa kini dan masa depan warga Negara.  
Berdasarkan wawancara Penulis  dengan Hartuti. As (Kepala Seksi 
Pembinaan Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS) 
 Dinas Sosial Kota Makassar, mengatakan bahwah ada 40 orang  yang ada 
di Maros, mereka putus sekolah. Tapi kita tidak tahu dimana dia disekolah 
yang penting ketika kita data ini anak sudah putus sekolah.  Jadi bentuk 
tanggaung jawab dinas sosial adalah dengan  memfasilsitasi  keluarga, 
memberikan modal kecil. Jadi dinas sosial membina keluarga miskin dan 
meningkatkan kesejahteraanya. Itu yang merupakan bentuk tanggang jawab 
dinas social Kota Makassar dalam hal pemenuhan hak konstitusional fakir 
miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan di Kota Makassar. 
memberikan peletihan-pelatihan yakni pendidkan informal. Kalau  SMA 
kadang ada keringanan dari seklolah itu anak membuat keterangan surat 
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tidak mampu. Makanya anak dari kaluraga miskin karena faktor biaya. 
Dengan adanya   PKH   anak yang sekolah ada pembiayaaan dari negara 
apabila dia sekolah memenuhi target sesuai dengan persyaratan. Kalau 
mereka dinegeri mereka tidak ada masalah. Sehingga ada keringanan. Oleh 
karena itu peranan kita sudah ada.  Ini anak terlantar dengan adanya 
program PKH itu sudah terjawab,  
Tapi sekali lagi dengan PKH itu semua sudah terjawab, solusinya kita sudah 
menberikan pelatihan. Pokonya kita fasilitasi. Program Keluarga Harapan 
(PKH) hingga akhir 2012 telah menyentuh 22 ribu Kepala Keluarga (KK) di 
empat kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Selatan yakni Makassar, 
Gowa, Jeneponto dan Bone. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulsel Suwandi 
Mahendra di Makassar, Rabu, menjelaskan, tahun ini program Kementerian 
Sosial tersebut diusulkan dapat menjangkau 40 ribu KK di 20 kabupaten dan 
kota kecuali tempat kabupaten dan kota yang telah terjangkau program. 
PKH merupakan salah satu program pemerintah untuk 
penanggulangan kemiskinan. Setiap KK yang memenuhi syarat dapat 
memperoleh bantuan dana untuk memenuhi sejumlah kebutuhan kesehatan 
dan pendidikan misalnya pemeriksaan kandungan atau peralatan 
sekolah.Pada 2012, anggaran PKH yang disalurkan oleh pemerintah pusat di 
empat kabupaten dan kota di Sulsel mencapai Rp22 miliar. Diharapkan, 
tahun ini terjadi peningkatan alokasi anggaran sehingga upaya menekan 
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angka kemiskinan dapat semakin maksimal. Penyaluran anggaran program, 
tegas dia, diawasi ketat dan dievaluasi setiap tiga bulan oleh pemerintah 
pusat. Alokasi pada tahun berikutnya dapat dikurangi jika berdasarkan 
evaluasi pemanfaatan anggaran pada tahun berjalannya program tidak 
sesuai. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel hingga 
September 2012, jumlah masyarakat miskin mengalami penurunan sembilan 
persen yakni menjadi 805 ribu jiwa jika dibandingkan Maret 2011 yang 
jumlahnya hampir mencapai 830 ribu jiwa.   
Ketika Penulis melakukan Wawancara dengan Pak Kasim (Kepala 
Sekolah SDN Baroanging Kecamatan Ujung Tanah) mengatakan bahwa  
ada program PKH di SD mereka tetapi bukan pihak sekolah yang menangani 
tapi diambil alih oleh   LSM. LSM  yang mengurus siapa-siapa saja yang 
berhak mendapatkan program PKH. Data dan  pemonitoring siswa dilakukan 
oleh LSM bersangkatan. Penulis juga melakukan wawancara dengan Pak 
Rusdin (Kepala Sekolah Smp Muhamadiyah Kecamatan Ujung Tanah) 
mengatakan bahwa Cuma sampai tingkat SMP, Pusat yang turun tangan. 
Dinas social pusat menunjuk calon “pendamping” untuk mencari siswa yang 
terkualifikasi berhak mendapatkan program keluarga harapan (PKH). 
Program ini berupa tunjangan pendidikan 100% biasanya siswa-siswi yang 
terpilih memang sudah sementara mengeyem pendidikan di suatu sekolah. 
Kendalanya, biasanya terdapat pada “pendamping” yang kuran monitor 
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aktivitas siswa dampinganya dipilih dari tokoh masyarakat/warga disekitaran 
wilayah tersebut. 
B. kendala-kendala Pemenuhan Hak Konstitusional Terhadap Fakir 
Miskin dan Anak Terlantar Dalam Bidang Pendidikan di Kota 
Makassar. 
 
Pendidikan adalah suatu proses dimana suatu bangsa mempersiapkan 
generasi mudanya untuk mejalankan kehidupan dan untuk memenuhi tujuan 
hidup secara efektif dan efesien. Ia menegaskan bahwa pendidikan lebih 
daripada sekedar pengajaran. Pendidikan merupakan hal kompleks dan luas, 
sehingga muncul berbagai masalah. Pendidikan memerlukan suatu sistem 
yang benar-benar bagus dan berkualitas. Di Indonesia menerapkan wajib 
belajar 9 tahun sedangkan seseorang diterima bekerja rata-rata mempunyai 
latar belakang pendidikan formal minimal SLTA atau sederajat. 
Menurut Penulis, Kendala-kendala atau masalah pemenuhan hak 
konstitusional dalam    bidang pendidikan bagi fakir miskin dan anak terlantar 
di Kota Makassar yaitu yang seringkali timbul yang berhubungan dengan 
pendidikan antara lain : 
 Pertama, kesempatan mendapatkan pendidikan masih terbatas 
(limited capacity). Kesempatan memperoleh pendidikan yang merupakan 
salah satu hak dasar kemanusiaan ini semakin menyempit pada pendidikan 
tingkat menegah dan tinggi. Kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak 
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bangsa semakin menyempit akibat krisis ekonomi yang melanda masyarakat 
menengah dan bawah sejak 1997 masih berlangsung sampai sekarang, 
sehingga banyak anak didik sejak dari jenjang pendidikan terendah (SD) 
sampai tertinggi (perguruan tinggi) terpaksa mengalami putus sekolah (drop 
out). 
Kedua, kebijakan pendidikan nasional yang sangat sentralistik dan 
menekankan uniformitas (keseragamaa), yang mengakibatkan beban 
kurikulum serba seragam dan overloaded. Kebijakan seperti ini tidak 
memberikan ruang gerak bagi kontekstualisasi dan pengembangan 
pendidikan yang lebih relevan dan sesuai dengan kondisi social, budaya, dan 
ekonomi; dan selaras pula dengan kebutuhan (demand) masyarakat dan 
lapangan kerja di wilayah atau daerah tertentu. 
Ketiga, pendanaan yang masih belum memadai, karena pemerintah 
Indonesia masih belum menjadikan pendidikan sebagai salah satu prioritas 
utama dalam membangun Indonesia. 
Keempat, akuntabilitas yang berkaitan dengan pengembangan dan 
pemeliharaan sistem dan kualitas pendidikan yang masih timpang. 
Kelima, profesionalisme guru dan tenaga kependidikan yang masih 
belum memadai. Secara kuantitatif, jumlah guru dan tenaga kependidikan 
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lainnya agaknya sudah cukup memadai, tetapi dari segi mutu profesionalisme 
masih belum memenuhi harapan. 
Keenam, relevansi yang masih timpang dengan kebutuhan 
masyarakat dan dunia kerja. Namun yang paling memprihatinkan adalah 
masalah biaya pendidikan yang terlampau tinggi sehingga pendidikan hanya 
menjadi milik segelintir orang. Tidak bisa dipungkiri nilai dari biaya untuk 
masuk sekolah dari SD sampai Perguruan Tinggi sangat tinggi. Di beragam 
media berkembang isu-isu pendidikan legal mulai dari biaya sampai kualitas 
lulusan. Isu biaya di tahun ajaran baru sekarang menjadi superstar di 
kalangan orang tua atau wali para siswa dan atau mahasiswa. Pada 
dasarnya, hak untuk berpikir dan bertindak mendapatkan ilmu atau 
pendidikan adalah milik semua orang. Tergantung apakah masing-masing 
mau menggunakan haknya atau tidak. Kalau memang yang ingin di didik itu 
menggunakan haknya dan terus berjuang mendapatkan ilmu dengan 
berbagai cara, tentunya ada jalan bahwa pendidikan itu akan gratis. Tentu 
saja cara yang dipergunakan adalah berprestasi, baik dari segi nilai 
akademis, kreativitas, inovasi, serta bersosialisasi untuk memperluas 
wawasan yang pastinya juga bagian dari berlajar atau mendapatkan 
pendidikan. Dengan demikian jika setiap siswa atau mahasiswa di Indonesia 
saling bekerjasama sekaligus berkompetisi secara sehat dengan cara-cara 
yang demikian, hampir pasti pendidikan Indonesia akan gratis. Dan hampir 
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pasti bangsa ini akan maju. Intinya, finansial bukanlah masalah untuk 
mendapatkan pendidikan yang layak. Jika definisi dari pendidikan yang layak 
adalah mendapatkan satu sarana gedung, bangku, lab, pengajar atau dosen, 
buku-buku, dsb. Maka kesemuanya bisa didapat secara gratis jika telah 
berusaha keras mendapatkan itu semua dengan cara yang kreatif. Padahal 
pendidikan gratis yang bermutu adalah hak setiap anak di dunia. Seperti 
yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Rights (1948) : 
“Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. 
Elementary education shall be compulsory.” dan UUD 1945 Amandemen dan 
UU Sisdiknas 2003,yakni: 
UU Sidiknas 2003 Pasal 34 Ayat (2) berbunyi : 
“Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya 
wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar TANPA 
MEMUNGUT BIAYA.” 
Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 18 
“Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti 
oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan 
pemerintah daerah.” 
Bagi Penulis yang memprihatinkan dari Negara Indonesia ini adalah 
banyaknya anak – anak terlantar yang putus sekolah. Alasannya klasik, yaitu 
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karena faktor ekonomi. Hal ini tentu sangat aneh bila mengingat bahwa fakir 
miskin dan anak terlantar ditanggung oleh Negara, lalu dimana peran Negara 
untuk memenuhi hak dasar tersebut. Realitas yang kini terjadi dalam 
masyarakat, pendidikan hanya menjadi milik segelintir orang akibat dari biaya 
pendidikan yang terlampau mahal, padahal memperoleh pendidikan itu 
adalah hak kita sebagai warga negara dan bukan merupakan kewajiban kita. 
Terbatasnya anggaran pendidikan yang dikucurkan oleh pemerintah 
"memaksa" pihak sekolah untuk mencari sumber pundi-pundi keuangan 
sekolah demi keberlangsungan sekolah. Maka sumber yang paling mudah 
dan paling cepat untuk mendatangkan devisa bagi sekolah adalah orang tua 
siswa. Dibentuklah perkumpulan orang tua siswa sebagai representasi 
seluruh orang tua siswa/mahasiswa untuk memecahkan problem keuangan 
sekolah/perguraan tinggi secara bersama-sama, antara pihak sekolah dan 
orang tua siswa. 
Orang tua siswa sebagai objek untuk dieksploitasi harus membayar 
mahal biaya pendidikan di sekolah, sekalipun itu berstatus sekolah negeri. 
Bagi orang tua siswa dengan tingkat ekonomi level menengah ke atas, biaya 
mahal bukan menjadi masalah besar. Karena prinsip orang tua adalah biaya 
mahal itu adalah investasi masa depan untuk anaknya. Lalu, dimana posisi 
siswa yang orang tuanya miskin? Modal kecerdasan intelektual tidak 
menjamin si miskin itu mencicipi pendidikan. Realitas tersebut bertolak 
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belakang dengan UU Sisdiknas No.20 tahun 2003. Pada pasal (4) disebutkan 
bahwa Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta 
tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 
keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Bahkan Pasal (5) 
menyatakan "Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk 
memperoleh pendidikan yang bermutu". 
Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas No.20 Tahun 2003 dengan tegas 
menyatakan "Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya 
wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya". 
Pendidikan dasar yang dimaksud adalah pendidikan Sekolah Dasar (SD) 
hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sederajat. 
Penyusunan anggaran pendidikan juga terkesan sentralistik, sehingga 
tidak ada ruang mengakomodir masukan dari warga dan guru. Hal yang 
sama terjadi pada tingkat dinas dan sekolah. Malah, pada tingkat sekolah 
pembuatan dan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah 
(APBS) didominasi oleh kepala sekolah. Ruang bagi stakeholder seperti guru 
dan orang tua sangat tertutup bahkan APBS dianggap sebagai rahasia 
negara. Walau anggaran pendidikan mengalami kenaikan, tapi porsi untuk 
program yang secara langsung mendukung terbukanya akses dan 
meningkatnya kualitas, seperti program pendidikan dasar gratis terutama 
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bagi si miskin tetap tidak berubah. Misalnya, alokasi dana untuk bantuan 
operasional sekolah. Tambahan dana yang disediakan pemerintah jauh lebih 
kecil dibandingkan kebutuhan untuk membuka akses dan menyedikan 
pendidikan berkualitas bagi warga. 
Proses penganggaran mengabaikan semangat otonomi sekolah yang 
didorong pemerintah melalui kebijakan. Logika yang mesti digunakan, proses 
penyusunan anggaran pusat mesti didasarkan pada pengajuan program dan 
anggaran dari sekolah dan daerah. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, 
anggaran disusun secara top down, sehingga secara tidak langsung 
pemerintah menjadi penentu kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh 
sekolah. 
Keterbatasan memperoleh akses pendidikan akan semakin 
menjerumuskan si miskin ke dalam jurang kebodohan. Perjuangan untuk 
keluar dari lingkaran setan kemiskinan hanya menjadi sesuatu yang utopis. 
Akhrinya si miskin akan selamanya menjadi bodoh dan tidak mempunyai 
keterampilan. Karena tidak mempunyai keterampilan mereka tidak 
mempunyai pekerjaan, apalagi menciptakan lapangan pekerjaan. Jika 
menjadi pengangguran, mereka akan menjadi beban bagi keluarga, 
masyarakat dan juga pemerintah. 
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Penggiringan pendidikan anak negeri ke jurang kehancuran bermula 
pada meletakkan pendidikan sebagai sebuah kewajiban, sehingga 
tertancapkanlah pemikiran di seluruh keluarga di negeri ini bahwa pendidikan 
itu wajib. Dengan semakin banyaknya pihak yang berkewajiban menjalani 
proses pendidikan formal, maka ini menjadikan pendidikan sebagai sebuah 
arena bisnis. Bila saja penyedia jasa pendidikan semakin sedikit, maka 
penyedia jasa pendidikan dapat dengan berdasarkan keinginan sendiri untuk 
menentukan besarnya imbal jasa yang diberikan. Inilah awal sebuah bisnis 
pendidikan yang menjadikan pendidikan itu mahal. Program wajib belajar 9 
tahun pun menjadikan wilayah pendidikan dipaksakan ada, tanpa pernah 
memandang kualitas. Pendidikan pun kemudian dipandang sebagai sebuah 
kerangka baru bagi anak-anak, dikarenakan pola-pola pengajaran menjadi 
diseragamkan sepanjang kepulauan Nusantara ini. Pengembangan kurikulum 
dan pola pembelajaran kelokalan menjadi sangat sukar berkembang. Kualitas 
pengajar pun dipaksakan untuk meningkat dengan sebuah kewajiban gelar 
kesarjanaan untuk mengajar. Padahal tidak ada hubungan yang erat antara 
gelar kesarjanaan dengan kualitas pengajar. Kualitas pengajar hanya akan 
bisa dihasilkan dari sebuah proses pembelajaran kritis dan kreatif para 
pengajar saat melakukan interaksi dengan siswa dan alam sekitarnya. 
Pendidikan adalah hak. Negara, dalam hal ini pemerintah, berkewajiban 
untuk memenuhkan hak dari setiap anak di negeri ini. Meletakkan pendidikan 
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sebagai hak, memberikan sebuah beban bagi pemerintah untuk memberikan 
yang terbaik bagi penerima hak. Kualitas pendidikan, bukan hanya 
kuantitasnya, wajib dipenuhi oleh pemerintah sebagai penyelenggara negara. 
Program-program Bantuan Operasional Sekolah, Komite Sekolah, hingga 
Kurikulum Berbasis Kompetensi, harus diperbaiki dengan mengedepankan 
komitmen baru, bahwa pendidikan adalah hak, bukan kewajiban. Tumbuhkan 
kebersamaan membangun generasi negeri dengan menyatakan bahwa 
pendidikan adalah suatu hak. Kita memang tidak dapat menyalahkan Negara 
atau pemerintah, bukannya tidak ada usaha dari pemerintah, tapi usaha yang 
telah dilakukan terasa kurang maksimal. Sebab di daerah terpencil masih 
banyak putra-putri daerah belum mendapatkan pendidikan yang layak. 
Semoga kedepannya anak – anak di Negara kita ini mendapat pendidikan 
yang layak secara merata sehingga mutu sdm di Negara kita ini semakin bisa 
bersaing. Kita harus menjadi tuan dinegara kita, jangan selamanya hanya 
menjadi pesuruh atau pelayan. 
Berdasarkan Wawancara penulis dengan Ibu Yuyun (Seksi 
Pemberdayaan Fakir Miskin) Dinas Sosial Kota Makassar, mengatakan 
bahwa salah satu kendala terhadap pemenuhan hak konstutusinal fakir 
miskin dan ana terlantar dalam bidang pendidikan Kota Makassar ini adalah 
Faktor yang biasanya mereka lihat rata-rata orang itu mindsetnya tidak 
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sampai pada tahap menuju perkembangan dan kemajuan. Karena  Ada 
orang tuanya, bapaknya tukang becak,  ketika kita membina dia. Dia 
mengatakan untuk apa saya kasi sekolah anak. Sekolah kan tidak 
menghasilkan uang. Dari orang tua tetap menjadikan uang hal utama dan 
mengesampinkan pendidikan. Pihak Dinsos juga selalu melakukan observasi. 
Mengarahkan mereka tetapi ini mindset mereka susuh diubah. Mereka selalu 
berpikiran untuk tetap bagaimana caranya mengasilkan uang bukan fokus 
pada pendidikan. Anaknya dijalan karena keluarganya miskin, sehingga disitu 
juga pemenuhan hak atas pendidikan menjadi kendala yaitu salah satu 
kendalnya dari paragdigma orang tua itu yang sama sekali tidak mendorong 
















1. Pemenuhan hak konstitusional bagi fakir miskin dan anak terlantar 
dalam bidang pendidikan di Kota Makassar yaitu dengan kehadiran 
Program Kelaurga Harapan (PKH). Bahwa dengan Program Keluarga 
Harapan (PKH) ini dipandang dapat meminimalisir Fakir miskin dan 
anak terlantar dalam bidang pendidikan, bentuk tanggaung jawab dinas 
sosial adalah dengan  memfasilsitasi  keluarga, memberikan modal 
kecil. Dinas sosial membina keluarga miskin dan meningkatkan 
kesejahteraanya. Itu yang merupakan bentuk tanggang jawab dinas 
social Kota Makassar dalam hal pemenuhan hak konstitusional fakir 
miskin dan anak terlantar dalam bidang pendidikan di Kota Makassar. 
memberikan peletihan-pelatihan yakni pendidkan informal. 
2.  Kendala terhadap pemenuhan hak konstutusinal fakir miskin dan anak 
terlantar dalam bidang pendidikan Kota Makassar ini adalah Faktor 
yang biasanya mereka lihat rata-rata orang itu mindsetnya tidak sampai 
pada tahap menuju perkembangan dan kemajuan, Mereka selalu 
berpikiran untuk tetap bagaimana caranya mengasilkan uang bukan 
fokus pada pendidikan serta paragdigma orang tua itu yang sama sekali 





.      1. Pemerintah harus lebih tanggap lagi terhadap permasalahan-
permasalahan yang di hadapi oleh fakir miskin dan anak terlantar lebih 
khususnya dalam hal mendapatakan hak atas pendidikan yang pada 
dasarnya itu adalah suatu kewajiban mereka sebagai pemegang 
mandat untuk menjalankan aturan perundang-undangan yang sudah 
menjamin hak atas pendidikan tersebut. 
2. Para orang tua dan keluarga dari para fakir miskin dan anak terlantar 
agar diharapkan bisa memberikan kesempatan kepada anaknya untuk 
menikmati bangku sekolah serta terus mendorong anak-anaknya 
untuk sekolah karena dengan pendidikan akan menjamin kemandirian 
seseorang. 
3. Perlu adanya pusat informasi penyaluran dan pengentasan fakir 
miskin dan anak terlantar melalui partisipasi aktif berbagai pihak yang 
terkait. 
4.  Perlu adanya kontrol yang ketat terhadap pihak-pihak yang 
bertanggung jawab terhadap penanganan masalah fakir miskin dan 
anak terlantar agar tidak terjadi manipulasi dana maupun data. 
5.  Dinas Kesejahteraan Sosial Kota Makassar harus senantiasa 
melakukan upaya jemput social terhadap para fakir miskin dan anak 
terlantar dengan menggunakan pendekatan kultural, fungsional, 
manusiawi dan simpatik 
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